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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
  Secara umum RSUD Sungai Dareh umumnya dan bagian Instalasi Gawat 
Darurat khusunya sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelayanan publik pada masyarakat yang berobat ke rumah sakit.Ada beberapa 
indikator yang bisa kita lihat bahwa RSUD Sungai Dareh telah menerapkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat.
 Penerapan transparansi dalam pelayanan publik bisa dilihat dari 
keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, di mana Di RSUD Sungai 
Dareh, khususnya di IGD sudah ada standar operational procedural (SOP) yang 
mengatur bagaimana pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, dalam SOP 
itu juga dicantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien/keluarga pasien 
kalau berobat melalui IGD. Transparansi juga bisa dilihat dari mudahnya 
masyarakat dalam mengakses peraturan dan prosedur pelayanan yang diberikan 
oleh pihak RSUD, baik melalu papan informasi, leaflet, brosur, website dan juga 
website Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Indikator transparansi lain 
yang bisa dilihat dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi, yaitu 
ke bagian Humas RSUD Sungai Dareh. 
 Penerapan akuntabilitas dalam pelayanan publik bisa dilihat dari beberapa 
indikator, di antaranya RSUD Sungai Dareh sudah memiliki visi dan misi, sudah 
memiliki job description, sudah ada LAKIP dan laporan keuangan serta ada 
 
 
 
 
panitia khusus yang dibentuk untuk penanganan pengaduan keluhan masyarakat 
atas pelayanan yang diberikan di rumah sakit. 
 Walaupun RSUD Sungai Dareh telah menerapakan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih 
terdapat keluhan dan kritikan dari masyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu kurangnya petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
terutama tenaga dokter spesialis, kurannya sarana dan prasarana rumah sakit, 
terbatasnya sarana kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit serta tidak adanya 
regulasi khusus yang mengatur penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
dalam pelayanan publik, misal perda khusus yang mengatur transparansi dan 
akuntabilitas tersebut. 
 
5.2. Saran 
 Ada beberapa saran yaitu : 
a. Perlu adanya aturan/regulasi/ perda yang mengatur secara khusus 
penerapan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di rumah sakit umum 
daerah. 
b. Perlu adanya petugas khusus yang memberikan informasi mengenai 
prosedur pelayanan dan pengobatan di rumah sakit umum daerah  
c. Perlu adanya penambahan kapasitas, kualitas dan kuantitas petugas rumah 
sakit, khusunya tenaga dokter spesialis dan penambahan sarana dan 
prasarana alat-alat kesehatan 
 
 
 
 
d. Perlu diadakannya sosialisasi ke masyarakat nagari-nagari yang 
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di nagari mengenai prosedur 
pelayanan dan pengobatan di RSUD Sungai Dareh. 
e. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah mengenai pengembangan daerah di bidang kesehatan 
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